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ABSTRACT
The Japanese occupation from 1942 to 1945 brought drastic changes to Indonesia's economic structure, replacing the Dutch colonial orientation with a war economy system that was entirely focused on military needs. This study examines the economic conditions prior to the occupation, the core policies implemented by Japan, the dynamics of the emerging crisis, the multidimensional impact on society, and the long-term legacy for Indonesia's economic foundations after independence. Using qualitative methods based on literature review and historical sources, the study found that economic transformation during this period took place through the takeover of vital assets, the implementation of autarky, the mobilization of romusha, the compulsory surrender of crop yields, and the conversion of land for strategic industrial crops such as cotton, jute, and sisal. These policies triggered distribution disruptions, a decline in food production, hyperinflation, and mass starvation in 1944–1945. The impact was widespread in socioeconomic aspects, including the collapse of local industries, extreme poverty, and the destruction of infrastructure. The long-term legacy included the loss of capital assets, weakened production capacity, and a shift in the economic mentality of the community towards independence and local solidarity. The findings show that the Japanese occupation, although brief, had a significant structural influence on the direction of Indonesia's economy at the beginning of independence.
Keywords:  Japanese occupation, war economy, food crisis, hyperinflation, economic legacy.
3


PENDAHULUAN
Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945 menjadi salah satu periode paling menentukan dalam sejarah bangsa, tidak hanya dari sisi politik dan sosial, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Sebelum kedatangan Jepang, sistem ekonomi di Hindia Belanda didominasi oleh orientasi kolonial Belanda yang berfokus pada eksploitasi komoditas ekspor seperti gula, kopi, karet, dan minyak bumi untuk kepentingan pasar internasional. Sistem tersebut terintegrasi dengan kepentingan global kapitalisme Eropa, sehingga masyarakat pribumi sering kali ditempatkan pada posisi marjinal dalam struktur ekonomi.
Kedatangan Jepang membawa perubahan besar terhadap orientasi dan struktur ekonomi. Berbeda dengan Belanda, Jepang tidak mengutamakan keuntungan jangka panjang melalui perdagangan kolonial, melainkan menitikberatkan pada mobilisasi total sumber daya demi kepentingan perang di kawasan Asia Pasifik. Perubahan orientasi ini ditandai dengan pengalihan produksi dari komoditas ekspor menuju produksi pangan dan barang strategis yang mendukung logistik militer Jepang.
Transformasi tersebut memunculkan dampak ganda bagi masyarakat Indonesia. Di satu sisi, Jepang mendorong industrialisasi kecil-kecilan dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal dan mengurangi dominasi ekonomi Belanda. Namun di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja melalui sistem kerja paksa (romusha) serta pengendalian distribusi pangan justru menimbulkan krisis ekonomi, kelangkaan bahan pokok, dan inflasi yang parah. Kondisi ini mengguncang tatanan ekonomi pedesaan sekaligus menimbulkan penderitaan luas di kalangan rakyat.
Studi mengenai transformasi ekonomi masa pendudukan Jepang penting dilakukan karena memperlihatkan bagaimana dinamika Perang Dunia memengaruhi perubahan struktur ekonomi kolonial di Indonesia. Selain itu, analisis terhadap kebijakan ekonomi Jepang juga membuka pemahaman lebih dalam mengenai akar persoalan sosial-ekonomi yang diwariskan pada masa awal kemerdekaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi historis, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pemahaman kritis mengenai proses transformasi ekonomi Indonesia di bawah rezim pendudukan militer.
METODE 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan historis karena tujuan utamanya adalah menelaah dinamika ekonomi Indonesia pada masa pendudukan Jepang serta menafsirkan perubahan struktural yang terjadi berdasarkan jejak-jejak dokumenter. Pendekatan historis dipilih untuk memungkinkan rekonstruksi peristiwa ekonomi perang secara kronologis serta analisis hubungan sebab-akibat melalui sumber primer dan sekunder yang relevan. Desain ini sejalan dengan tradisi kajian sejarah ekonomi yang menekankan interpretasi kritis terhadap perkembangan kebijakan, konteks sosial-ekonomi, dan dampaknya terhadap masyarakat (Booth, 1998; Kurasawa, 1993; Ricklefs, 2008).
Penelitian dilakukan di Semarang sebagai lokasi kajian akademik, sementara cakupan ruang-waktunya mengikuti periode pendudukan Jepang di Indonesia pada 1942–1945. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada intensitas kebijakan mobilisasi total Jepang serta dampaknya yang luas terhadap produksi, distribusi, dan struktur ekonomi pedesaan maupun perkotaan. Analisis diperluas hingga periode awal kemerdekaan untuk menelusuri warisan jangka panjang terkait perubahan mentalitas ekonomi, kerusakan infrastruktur, serta hilangnya aset modal, sebagaimana dijelaskan oleh Thee (2002) dan penelitian-penelitian kontemporer lainnya.
Populasi penelitian mencakup seluruh sumber historis yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi Jepang, kondisi sosial-ekonomi lokal, serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Sampel sumber dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu memilih dokumen, arsip, buku sejarah, dan artikel ilmiah yang secara langsung membahas kebijakan eksploitasi Jepang, krisis pangan, hiperinflasi, serta perubahan sosial dan ekonomi. Sumber-sumber utama yang digunakan meliputi karya Kurasawa (1993), Booth (1998), Ricklefs (2008), Thee (2002), serta penelitian lokal seperti Windyasari (2013), Riady et al. (2022), Rachmawati et al. (2024), dan Adnan Lira et al. (2024). Pemilihan sampel ini dilakukan berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas akademik, dan kontribusi informatifnya terhadap rekonstruksi historis.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka mendalam terhadap arsip kolonial, laporan administratif Jepang, karya sejarah, artikel ilmiah, dan kajian lokal. Seluruh data dievaluasi berdasarkan konteks produksi sumber, bias penulis, serta relevansinya terhadap peristiwa ekonomi perang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis historis yang mencakup kritik sumber, interpretasi isi, dan sintesis fakta-fakta historis untuk membangun argumentasi yang koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dampak Kebijakan Eksploitasi Jepang terhadap Struktur Ekonomi Pedesaan, Krisis Pangan, dan Hiperinflasi (1942–1945)
Sebelum fajar Perang Pasifik menyingsing di cakrawala Asia Tenggara, struktur ekonomi Hindia Belanda telah mengakar kuat selama lebih dari tiga abad dalam sebuah sistem yang dirancang secara cermat untuk melayani kepentingan Kerajaan Belanda dan pasar global. Ekonomi kolonial ini adalah sebuah mesin raksasa yang efisien, di mana Hindia Belanda, khususnya Pulau Jawa dan sebagian pesisir Sumatra, berfungsi sebagai salah satu pemasok utama komoditas mentah dunia (Booth, 1998). Perkebunan-perkebunan besar (ondernemingen) yang membentang luas menghasilkan karet, gula, kina, kopi, dan teh dalam skala masif, sementara konsesi-konsesi pertambangan di berbagai pulau menyedot minyak bumi dan timah dari perut bumi. Seluruh arsitektur ekonomi, mulai dari jaringan kereta api yang menjalar, pelabuhan-pelabuhan modern yang sibuk, hingga institusi perbankan dan perdagangan, secara eksklusif dibangun untuk satu tujuan, yaitu memastikan arus komoditas yang lancar dari pedalaman Nusantara ke pusat-pusat industri di Eropa dan Amerika. 
Model ekonomi ekstraktif ini, meskipun menghasilkan keuntungan luar biasa bagi investor asing dan pemerintah kolonial, menciptakan sebuah tatanan yang secara inheren rapuh dan timpang. Di satu sisi, Hindia Belanda terintegrasi erat dengan dinamika kapitalisme global, yang membuat nasib jutaan petaninya sangat bergantung pada fluktuasi harga di bursa komoditas Amsterdam atau New York. Di sisi lain, ekonomi domestik untuk kebutuhan rakyat sering kali terabaikan (Ricklefs, 2008). Fokus pada tanaman ekspor menyebabkan swasembada pangan menjadi isu yang terus-menerus mengancam, dan masyarakat pedesaan, yang merupakan tulang punggung dari seluruh sistem produksi ini, sering kali hidup dalam kondisi subsisten di tengah-tengah kekayaan alam yang melimpah. Kesejahteraan mereka bukanlah prioritas utama dalam kalkulasi ekonomi kolonial, melainkan stabilitas produksi dan kelancaran ekspor. Tatanan inilah yang telah menjadi norma selama beberapa generasi, yang akan segera dihancurkan secara total dan tak bersisa.
Kedatangan bala tentara Jepang pada awal tahun 1942 bukan sekadar pergantian kekuasaan administratif, melainkan sebuah patahan sejarah yang bersifat kataklismik (Ricklefs, 2008). Peristiwa ini menandai berakhirnya sebuah era dan dimulainya sebuah periode baru yang didasarkan pada logika yang sama sekali berbeda. Dalam hitungan bulan, hubungan ekonomi yang telah terjalin dengan Eropa dan dunia Barat terputus total, dan Hindia Belanda terisolasi dalam sebuah blok geopolitik baru yang dikendalikan oleh Tokyo. Di bawah panji propaganda "Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya", Jepang memperkenalkan sebuah visi ekonomi autarki, sebuah sistem mandiri yang bertujuan untuk membebaskan Asia dari cengkeraman imperialisme Barat. Namun, di balik retorika pembebasan tersebut, tersembunyi sebuah agenda yang jauh lebih pragmatis dan brutal, yaitu mobilisasi total seluruh sumber daya di wilayah pendudukan untuk menopang mesin perang Kekaisaran Jepang yang sedang berjuang dalam konflik skala penuh (Kurasawa, 1993). 
Orientasi ekonomi bergeser secara radikal dari profitabilitas komersial menjadi pemenuhan kebutuhan militer yang mendesak. Hindia Belanda, dengan kekayaan alamnya, tidak lagi dilihat sebagai sumber keuntungan, melainkan sebagai "gudang logistik selatan" yang vital. Dengan demikian, serangkaian kebijakan yang akan diimplementasikan selama tiga setengah tahun berikutnya, yang mencakup pengambilalihan aset-aset vital, pengerahan tenaga kerja paksa (romusha) dalam skala masif, penerapan sistem penyerahan wajib hasil panen yang mencekik, hingga pencetakan mata uang militer yang tak terkendali, merupakan bagian integral dari satu strategi besar yang mengorbankan segalanya demi kemenangan perang (Sato, 1994; Kurasawa, 1993). 

Penguasaan Aset Vital dan Disrupsi Jaringan Distribusi
Setelah menetapkan orientasi ekonomi baru yang sepenuhnya berpusat pada perang, langkah konkret pertama yang diambil oleh pemerintah militer Jepang (Gunseikanbu) adalah mengambil alih kendali atas seluruh aset produktif dan infrastruktur vital di Hindia Belanda. Tindakan ini dilakukan secara cepat dan sistematis untuk memastikan bahwa seluruh output ekonomi dapat segera diarahkan untuk menyokong kebutuhan militer. Pengambilalihan ini secara efektif melumpuhkan struktur ekonomi yang ditinggalkan oleh Belanda dan menjadi fondasi bagi sistem eksploitasi yang akan datang.
Langkah penguasaan ini menyasar semua perusahaan vital milik Belanda, Inggris, Amerika, dan sekutu lainnya. Perkebunan-perkebunan besar (ondernemingen), pabrik-pabrik pengolahan, fasilitas pertambangan minyak bumi dan timah, serta lembaga perbankan semuanya disita dan ditempatkan di bawah kendali langsung militer atau perusahaan-perusahaan Jepang yang ditunjuk (Ricklefs, 2008). Sebagai contoh, perusahaan minyak raksasa seperti Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) langsung dioperasikan untuk memasok bahan bakar bagi armada angkatan laut dan udara Jepang. Proses pengambilalihan ini bukan hanya pergantian kepemilikan, tetapi juga pergantian fungsi. Aset-aset tersebut tidak lagi dioperasikan berdasarkan prinsip keuntungan komersial, melainkan berdasarkan target produksi yang ditetapkan oleh Tokyo untuk memenuhi kuota perang (Booth, 1998).
Dampak yang paling merusak dari kebijakan ini adalah disrupsi total terhadap jaringan distribusi barang untuk masyarakat sipil. Seluruh infrastruktur transportasi yang sebelumnya menjadi urat nadi perekonomian kolonial dialihfungsikan sepenuhnya untuk kepentingan militer. Jalur kereta api, yang sebelumnya mengangkut komoditas ekspor dan barang konsumsi, kini diprioritaskan untuk mengangkut pasukan, amunisi, dan logistik perang. Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok di Batavia dan Tanjung Perak di Surabaya berada di bawah pengawasan ketat angkatan laut, dan aktivitas pelayaran komersial antarpulau (interinsulair) dibatasi secara ekstrem (Kurasawa, 1993). Kebijakan isolasi ini diambil dengan alasan keamanan dan untuk menghemat bahan bakar, namun akibatnya fatal bagi ekonomi. Daerah-daerah menjadi terisolasi satu sama lain; Jawa yang padat penduduk tidak lagi bisa mengimpor beras dari Sulawesi Selatan, dan sebaliknya, pulau-pulau lain mengalami kelangkaan barang-barang manufaktur dari Jawa. Kelumpuhan distribusi ini menciptakan kerentanan ekonomi lokal yang parah dan menjadi salah satu pemicu utama kelangkaan barang dan pangan yang akan segera melanda seluruh Nusantara.

Eksploitasi Tenaga Kerja (Romusha) sebagai Faktor Destruktif Pertanian)
Jika penguasaan aset vital merupakan fondasi ekonomi perang Jepang, maka sistem kerja paksa, atau romusha, adalah pilar utama yang menopangnya melalui eksploitasi manusia dalam skala masif. Romusha secara harfiah berarti "prajurit pekerja" dan merupakan sistem mobilisasi paksa jutaan penduduk, mayoritas besar adalah petani laki-laki dari pedesaan Jawa, untuk dipekerjakan dalam berbagai proyek infrastruktur militer. Skala pengerahannya sangat masif; sejarawan Shigeru Sato, dalam studi paling mendalam mengenai topik ini, memperkirakan bahwa antara 4 hingga 10 juta orang di Jawa saja pernah dimobilisasi sebagai romusha selama periode pendudukan (Sato, 1994). Mereka dikirim untuk membangun benteng pertahanan, lapangan terbang, jalan raya strategis, dan jalur kereta api dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi, sering kali tanpa upah, makanan yang layak, atau perawatan medis, sehingga tingkat kematian sangatlah tinggi (Ricklefs, 2008).
Namun, dampak romusha yang paling merusak secara struktural adalah pada sektor pertanian. Penarikan paksa jutaan petani laki-laki pada usia paling produktif dari desa-desa mereka menciptakan sebuah kekosongan tenaga kerja yang tidak tergantikan dan secara langsung menghancurkan fondasi agraris di pedesaan. Pertama, hal ini menyebabkan lahan pertanian terbengkalai dalam skala luas. Sawah dan ladang yang membutuhkan pengelolaan intensif, seperti pengolahan tanah dan pemeliharaan irigasi, menjadi tidak terurus karena hilangnya tenaga kerja utama. Kedua, desa kehilangan tenaga produktifnya. Beban kerja pertanian yang berat terpaksa ditanggung oleh perempuan, anak-anak, dan orang tua yang secara fisik tidak mampu mempertahankan tingkat produktivitas yang sama seperti sebelumnya (Kurasawa, 1993).
Akibat paling fatal dari kedua kondisi ini adalah hancurnya siklus tanam dan panen yang telah menjadi ritme kehidupan pedesaan selama berabad-abad. Penanaman padi yang harus dilakukan serentak pada musim hujan menjadi kacau, pemeliharaan tanaman terabaikan, dan proses panen tidak bisa dilakukan secara efisien. Ketiadaan laki-laki di desa berarti hilangnya tenaga untuk membajak sawah, memperbaiki saluran air, dan mengangkut hasil panen. Dengan demikian, sistem romusha bukan hanya sebuah tragedi kemanusiaan yang mengerikan, tetapi juga merupakan faktor destruktif utama yang secara langsung menyebabkan anjloknya produksi pangan. Kebijakan ini, dengan menyedot sumber daya manusia dari jantung sektor agraris, menjadi penyebab fundamental dari krisis pangan dan kelaparan yang akan segera menyusul (Sato, 1994).

Hiperinflasi dan Pemiskinan Massal
Krisis di sektor riil, yang ditandai oleh kelangkaan barang dan pangan, diperparah secara eksponensial oleh krisis di sektor moneter yang diciptakan oleh kebijakan fiskal pemerintah militer Jepang. Untuk membiayai segala ongkos perang yang masif, mulai dari operasi militer hingga administrasi di wilayah pendudukan, Jepang mengambil jalan pintas dengan mencetak uang militer (gunpyō) secara besar-besaran dan tanpa kendali. Uang yang dikenal oleh rakyat sebagai "uang pisang" karena salah satu gambarnya ini dicetak tanpa adanya jaminan aset apa pun, seperti emas atau cadangan devisa, sehingga nilainya murni didasarkan pada kekuasaan militer semata (Ricklefs, 2008).
Kebijakan ini menciptakan kondisi klasik yang memicu hiperinflasi, yaitu situasi di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat jauh melampaui jumlah barang dan jasa yang tersedia. Sejarawan ekonomi Anne Booth menjelaskan bahwa fenomena ini adalah hasil dari kombinasi dua faktor yang saling memperkuat. Di satu sisi, pasokan barang di pasar anjlok drastis akibat penyitaan aset, lumpuhnya distribusi, dan hancurnya produksi pertanian seperti yang telah dibahas sebelumnya. Di sisi lain, jumlah uang di tangan masyarakat justru membengkak akibat pencetakan mata uang baru yang terus-menerus oleh Jepang (Booth, 1998). Terjadilah fenomena ekonomi "terlalu banyak uang mengejar terlalu sedikit barang" yang menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok, terutama beras, meroket secara tidak terkendali.
Akibatnya, daya beli masyarakat hancur total. Gaji yang diterima seorang pegawai atau upah seorang buruh bisa kehilangan nilainya dalam hitungan hari. Tabungan yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun di bawah pemerintahan Belanda menjadi tidak berharga (Kurasawa, 1993). Hiperinflasi ini secara efektif memiskinkan hampir seluruh lapisan masyarakat. Rakyat terpaksa menjual apa pun dari harta benda yang mereka miliki hanya untuk membeli makanan. Pakaian menjadi barang mewah, sehingga banyak yang terpaksa mengenakan karung goni. Kemiskinan yang diakibatkannya bukan lagi bersifat kasuistik, melainkan menjadi sebuah fenomena massal yang melumpuhkan struktur sosial dan ekonomi. Dengan hilangnya nilai uang sebagai alat tukar yang stabil, sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat pun runtuh, mendorong mereka lebih jauh ke jurang penderitaan dan kelaparan.

Puncak Krisis: Kelaparan Massal (1944–1945)
Seluruh rangkaian kebijakan eksploitatif yang diterapkan oleh Jepang—mulai dari perombakan ekonomi, disrupsi distribusi, pengerahan romusha, perampasan hasil panen, hingga hiperinflasi—saling bertemu dan mengakumulasi menjadi sebuah puncak krisis kemanusiaan pada periode 1944 hingga 1945. Bencana kelaparan massal yang melanda pada periode ini bukanlah sebuah peristiwa tunggal atau bencana alam, melainkan konsekuensi logis dan tak terhindarkan dari sebuah sistem yang secara terstruktur telah menghancurkan seluruh fondasi ketahanan pangan masyarakat. Krisis ini melanda berbagai wilayah di Nusantara, namun dampak yang paling katastrofal dirasakan di Pulau Jawa yang padat penduduk.
Akumulasi dari semua faktor menciptakan sebuah "badai sempurna" bagi terjadinya kelaparan. Produksi pangan telah anjlok drastis akibat pengerahan romusha dan hilangnya insentif petani. Jaringan distribusi yang lumpuh memastikan bahwa wilayah yang mengalami defisit pangan tidak dapat menerima bantuan dari daerah lain. Sementara itu, hiperinflasi telah memusnahkan daya beli masyarakat, sehingga sekalipun ada sedikit beras yang tersedia di pasar gelap, harganya menjadi tidak terjangkau bagi mayoritas rakyat (Kurasawa, 1993). Akibatnya, jutaan orang terjerumus ke dalam kondisi kelaparan absolut. Jaringan sosial di pedesaan runtuh; orang-orang terpaksa mengonsumsi apa pun untuk bertahan hidup, termasuk umbi-umbian liar, bonggol pisang, hingga bekicot yang sering kali beracun. Penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi parah, seperti busung lapar (hongerudeem) dan beri-beri, merajalela tanpa bisa dikendalikan (Reid, 1988).
Dampak demografis dari bencana ini sangat mengerikan. Meskipun angka pastinya sulit untuk dihitung, studi demografis modern memperkirakan bahwa angka kematian surplus (kematian di atas tingkat normal) selama periode pendudukan Jepang mencapai sekitar 2,4 juta jiwa, dengan sebagian besar korban jatuh akibat kelaparan dan penyakit terkait pada tahun-tahun terakhir pendudukan (Dick et al., 2002). Angka ini menjadikan periode tersebut sebagai salah satu episode demografis paling mematikan dalam sejarah modern Indonesia. Di luar angka kematian, dampak sosial dan psikologisnya meninggalkan trauma yang mendalam pada memori kolektif bangsa. Pengalaman penderitaan ekstrem ini tidak hanya membangkitkan sentimen anti-Jepang yang kuat, tetapi juga menanamkan kesadaran pahit tentang betapa rapuhnya kehidupan di bawah kekuasaan asing, yang pada akhirnya turut menyulut semangat perlawanan dan revolusi kemerdekaan yang berkobar segera setelah Jepang menyerah (Ricklefs, 2008).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kehancuran struktur ekonomi pedesaan, krisis pangan, dan hiperinflasi yang melanda Hindia Belanda selama periode 1942–1945 bukanlah serangkaian peristiwa tragis yang terjadi secara acak. Sebaliknya, semua itu adalah hasil yang tak terhindarkan dari sebuah sistem eksploitasi yang terstruktur, disengaja, dan diimplementasikan secara sistematis oleh pemerintah militer Jepang. Perubahan orientasi ekonomi yang memprioritaskan mesin perang, penguasaan aset vital yang melumpuhkan distribusi, pengerahan romusha yang menyedot tenaga produktif dari akarnya, sistem penyerahan wajib yang merampas hasil panen, serta kebijakan moneter yang memicu hiperinflasi, semuanya merupakan komponen yang saling terkait dalam satu strategi besar mobilisasi total (Kurasawa, 1993). Bencana kelaparan massal yang menjadi puncaknya bukanlah produk sampingan yang tidak diinginkan, melainkan konsekuensi logis dari sebuah rezim yang menempatkan kelangsungan hidup rakyat di bawah kepentingan perangnya. Penderitaan ekonomi yang luar biasa ini tidak hanya meninggalkan luka demografis dan trauma sosial yang mendalam, tetapi juga secara fundamental mengubah lanskap politik dan kesadaran bangsa, yang pada akhirnya turut memicu gelombang perlawanan dan semangat revolusi kemerdekaan (Ricklefs, 2008). Jepang memperkenalkan konsep ekonomi perang yang terpusat, dengan ciri eksploitasi penuh terhadap hasil bumi dan tenaga kerja rakyat. Kebijakan ini dilaksanakan melalui sistem autarki, yaitu kemandirian ekonomi yang dipaksakan dengan menutup akses perdagangan internasional dan mengandalkan potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan perang. Sebagai wujud konkret dari autarki, Jepang memaksa rakyat menanam berbagai tanaman industri strategis, seperti kapas, jarak, sisal, serta padi varietas baru Hôrai. Tanaman-tanaman ini dianggap penting bagi kelangsungan logistik Jepang: kapas untuk seragam tentara, jarak untuk bahan pelumas, sisal untuk karung beras, dan padi untuk memenuhi pangan tentara. Namun, penanaman ini bukan pilihan sukarela, melainkan kewajiban yang menambah beban rakyat, karena hasil panennya sebagian besar dikuasai Jepang.
Implementasi Sistem Ekonomi Perang Jepang di Indonesia
Masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945) membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi yang sebelumnya dikuasai kolonial Belanda. Jepang datang dengan tujuan utama untuk menjadikan Indonesia sebagai basis logistik dan sumber daya dalam Perang Asia Timur Raya. Sejak awal kedatangannya, Jepang segera menghapus dominasi ekonomi swasta kolonial dengan cara menyita seluruh perusahaan perkebunan, pabrik, serta aset-aset penting milik Belanda, lalu menempatkannya di bawah kendali militer. Sistem ekonomi yang berlaku pada masa pendudukan Jepang dikenal sebagai ekonomi perang, yaitu sistem yang sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan perang dan tidak memberi ruang bagi mekanisme pasar bebas. Semua kegiatan ekonomi dimobilisasi dengan ketat: produksi, distribusi, hingga konsumsi ditentukan oleh kebutuhan militer Jepang. Bahkan, rakyat kecil dipaksa menyerahkan hasil pertanian mereka melalui sistem tonarigumi, yaitu organisasi berbasis tetangga yang berfungsi sebagai alat kontrol sekaligus sarana pengumpulan bahan pangan dan hasil bumi. Dengan cara ini, Jepang mampu mengerahkan sumber daya secara masif, tetapi kebijakan tersebut justru menjerumuskan rakyat ke dalam penderitaan yang lebih parah daripada era kolonial Belanda. 
Konsep Autarki dalam Kebijakan Ekonomi Jepang
Konsep autarki yang diterapkan Jepang pada masa pendudukan di Indonesia merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan sistem ekonomi perang. Autarki secara sederhana dapat dimaknai sebagai kebijakan swasembada atau kemandirian ekonomi, yakni suatu kondisi di mana suatu wilayah dipaksa untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonominya sendiri tanpa bergantung pada impor maupun perdagangan internasional. Dalam konteks Perang Asia Timur Raya, konsep ini menjadi sangat penting bagi Jepang, sebab jalur perdagangan internasional ke Asia Tenggara banyak diputus akibat blokade Sekutu. Oleh karena itu, Jepang mengharuskan daerah jajahannya, termasuk Indonesia, untuk menghasilkan bahan pangan dan bahan mentah secara mandiri sekaligus menyuplai kebutuhan logistik perang. Autarki tidak sekadar slogan ekonomi, melainkan strategi militer yang dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari rakyat, bahkan hingga ke tingkat desa dan rumah tangga.
Kebijakan autarki dilaksanakan dengan berbagai cara. Yaitu Jepang menghapus ketergantungan Indonesia pada perdagangan global yang sebelumnya sangat bergantung pada sistem kolonial Belanda. Seluruh impor dari luar negeri dihentikan, baik bahan pangan, bahan baku industri, maupun barang konsumsi sehari-hari. Jepang menutup pelabuhan untuk kapal-kapal asing dan mengendalikan jalur distribusi melalui militer. Kebijakan ini membuat Indonesia benar-benar terisolasi dari perdagangan internasional. Sebagai gantinya, rakyat dipaksa memenuhi sendiri kebutuhan sandang, pangan, maupun energi dari potensi lokal yang ada. Misalnya, penggunaan kapas untuk tekstil, jarak untuk minyak pelumas, sisal untuk karung beras, serta padi lokal dan padi impor dari Taiwan sebagai bahan pangan. Kebijakan ini pada awalnya dipropagandakan dengan slogan “berdiri di atas kaki sendiri”, tetapi pada praktiknya, rakyat tidak diberi kebebasan menentukan komoditas yang ditanam, melainkan harus mengikuti perintah pemerintah militer Jepang.
Jepang juga menekankan mobilisasi pertanian rakyat sebagai pilar utama autarki. Setiap keluarga diwajibkan menanam tanaman tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Jarak, misalnya, menjadi komoditas wajib yang harus ditanam di pekarangan rumah, di pinggir jalan, bahkan di lahan-lahan kosong. Minyak dari biji jarak digunakan untuk bahan bakar lampu, pelumas mesin, dan keperluan militer lainnya. Hal ini membuat masyarakat harus mengorbankan sebagian lahan pangan mereka untuk memenuhi kewajiban menanam jarak. Kebijakan serupa juga berlaku untuk tanaman sisal, yang dipintal menjadi karung beras dan dianggap lebih kuat daripada hennep impor. Dengan demikian, sistem autarki membuat rakyat kehilangan otonomi dalam mengelola lahan pertanian mereka sendiri, karena semua diarahkan untuk kepentingan perang Jepang, bukan untuk kebutuhan keluarga atau komunitas lokal.
Autarki diwujudkan melalui pengendalian distribusi dan konsumsi. Jepang memperkenalkan sistem tonarigumi sebagai organisasi kecil berbasis lingkungan yang bertugas mengawasi sekaligus mengumpulkan hasil bumi. Setiap sepuluh hingga dua puluh rumah digabungkan dalam satu kelompok yang dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada aparat militer Jepang.
Konsep autarki juga mencerminkan propaganda ideologis Jepang. Jepang memperkenalkan semboyan “Asia untuk Asia” dengan maksud membangun citra bahwa bangsa Asia, termasuk Indonesia, harus mandiri dan tidak lagi bergantung pada Barat. Namun, pada kenyataannya, autarki justru menjadi alat legitimasi untuk menutupi eksploitasi. Rakyat yang dipaksa menanam kapas, jarak, dan sisal seolah-olah diajak berpartisipasi dalam pembangunan Asia yang mandiri, padahal mereka hanya menjadi objek eksploitasi.
Tanaman pangan pokok justru berkurang karena banyak lahan dialihkan untuk tanaman industri strategis. Kelaparan merebak, harga bahan pokok melonjak, dan distribusi pangan menjadi kacau karena sepenuhnya dikuasai militer Jepang. Alih-alih membawa kemandirian, autarki malah memperdalam penderitaan rakyat. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan bahwa konsep autarki Jepang berbeda dengan makna kemandirian ekonomi yang sebenarnya. Autarki pada masa pendudukan hanyalah instrumen perang, bukan strategi pembangunan ekonomi jangka panjang. Maka, meskipun Jepang berhasil secara formal menghapus dominasi impor dan perdagangan Barat, kebijakan ini gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, justru meninggalkan trauma, krisis pangan, dan runtuhnya sistem ekonomi lokal.
Penanaman Tanaman Industri Strategis
Penanaman tanaman industri strategis merupakan salah satu pilar utama kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia selama masa pendudukan. Salah satu tanaman strategis terpenting adalah kapas. Kapas dipilih karena seratnya digunakan sebagai bahan baku tekstil untuk membuat pakaian dan seragam tentara Jepang. Untuk mendukung produksi kapas, Jepang membuka perkebunan-perkebunan baru sekaligus memanfaatkan lahan yang sebelumnya digunakan untuk tanaman pangan. Daerah Asembagus di Situbondo, Jawa Timur, menjadi pusat pengembangan kapas paling menonjol. Kondisi tanahnya yang kering dianggap cocok untuk kapas, sehingga masyarakat di sana dipaksa menanam komoditas ini dalam skala luas. Hasilnya tidak diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, melainkan diangkut ke pabrik-pabrik tekstil yang dikuasai Jepang. Ironisnya, setelah masa pendudukan berakhir, Asembagus tetap dikenal sebagai sentra kapas nasional hingga beberapa dekade kemudian, yang menunjukkan betapa kuatnya warisan kebijakan Jepang terhadap pola agraria di daerah tersebut. Akan tetapi, bagi petani pada masa pendudukan, penanaman kapas bukanlah peluang ekonomi, melainkan beban yang menambah penderitaan karena mereka tidak memperoleh keuntungan nyata dari hasil jerih payah mereka.
Selain kapas, jarak juga menjadi tanaman strategis yang sangat ditekankan oleh Jepang. Biji jarak dapat diolah menjadi minyak yang berfungsi sebagai pelumas mesin perang, bahan bakar lampu, dan kebutuhan militer lainnya. Penanaman jarak tidak hanya dilakukan di perkebunan besar, tetapi juga diwajibkan hingga ke tingkat rumah tangga. Setiap keluarga Indonesia dipaksa menanam jarak di pekarangan rumah, ladang, bahkan di pinggir jalan desa. Aparat Jepang secara rutin melakukan inspeksi untuk memastikan kepatuhan rakyat dalam melaksanakan kewajiban tanam jarak. Mereka yang lalai atau enggan menanam sering kali mendapat sanksi, baik berupa hukuman fisik maupun pengurangan jatah pangan. Kebijakan ini sangat memberatkan rakyat karena lahan yang seharusnya digunakan untuk tanaman pangan justru dialihkan untuk jarak, padahal kebutuhan pokok masyarakat semakin mendesak akibat kelangkaan beras dan bahan makanan lain.
Selain komoditas sandang dan energi, Jepang juga melakukan intervensi dalam sektor pangan melalui introduksi padi jenis baru bernama Hôrai yang didatangkan dari Taiwan. Padi ini dipromosikan sebagai varietas unggul dengan hasil panen yang lebih tinggi. Jepang memperkenalkan teknik tanam baru, yakni metode larikan, di mana bibit padi ditanam sejajar dengan jarak tertentu untuk meningkatkan produktivitas. Di beberapa daerah, hasil panen padi Hôrai memang meningkat, misalnya di Cirebon yang menjadi salah satu wilayah percobaan. Namun, peningkatan produksi ini tidak dinikmati rakyat karena beras hasil panen langsung diserap oleh Jepang untuk kebutuhan perang. Akibatnya, meskipun petani bekerja lebih keras dan hasil panen bertambah, rakyat justru mengalami kelaparan karena distribusi beras dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah militer Jepang.

Evaluasi Keberhasilan Menggantikan Peran Ekonomi Swasta Kolonial
Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, mereka dengan cepat menyingkirkan peran ekonomi swasta kolonial Belanda yang sebelumnya mendominasi hampir seluruh sektor strategis, terutama perkebunan besar, pertambangan, industri gula, dan jaringan perdagangan internasional. Seluruh perusahaan dan aset vital Belanda disita oleh Jepang, baik melalui pengambilalihan langsung oleh militer maupun dengan menempatkannya di bawah pengelolaan perusahaan-perusahaan Jepang (Zaibatsu). Langkah ini tampak sebagai sebuah keberhasilan besar Jepang, karena dalam waktu yang relatif singkat mereka mampu menghancurkan dominasi ekonomi kolonial Belanda yang telah berakar selama lebih dari tiga abad. Jepang bahkan berhasil memutuskan hubungan Indonesia dengan jaringan perdagangan Barat dan menggantinya dengan sistem tertutup yang sepenuhnya dikendalikan oleh militer. Namun, keberhasilan ini sesungguhnya lebih bersifat administratif dan formal daripada substantif, karena Jepang tidak membangun sistem ekonomi alternatif yang benar-benar mampu menggantikan peran kolonial secara menyeluruh.
Belanda membangun sistem ekonomi kolonial yang, meskipun eksploitatif, tetap mempertahankan orientasi ekspor dan perdagangan internasional. Jepang justru memutuskan Indonesia dari pasar global. Hal ini membuat sistem ekonomi menjadi tidak seimbang dan tidak berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Jepang memang memperkenalkan beberapa inovasi, seperti teknik tanam larikan untuk padi, varietas padi Hôrai dari Taiwan, serta pengembangan kapas di Asembagus, Situbondo. Namun, inovasi ini tidak diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan logistik perang Jepang. Akibatnya, hasil-hasil yang diperoleh tidak berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Bahkan, meskipun produksi beras meningkat di beberapa daerah, rakyat justru menderita kelaparan karena hasil panen sebagian besar ditarik untuk kebutuhan militer Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Jepang dalam menggantikan ekonomi kolonial Belanda hanyalah ilusi, sebab mereka hanya mengganti aktor penguasa ekonomi tanpa menciptakan sistem baru yang lebih adil dan berkelanjutan.
Dampak terhadap Industri Lokal dan Kesejahteraan Rakyat
Kebijakan ekonomi perang Jepang yang menekankan konsep autarki dan penanaman tanaman industri strategis memberikan dampak besar terhadap industri lokal di Indonesia. Sejak kedatangannya, Jepang mengubah orientasi ekonomi yang sebelumnya berpusat pada produksi komoditas ekspor seperti gula, kopi, teh, tembakau, dan karet. Perkebunan-perkebunan besar yang selama masa kolonial Belanda menjadi tulang punggung ekonomi ekspor, sebagian besar dialihkan fungsinya atau ditinggalkan karena dianggap tidak mendukung kebutuhan perang secara langsung. Misalnya, banyak pabrik gula yang ditutup atau dialihkan untuk pengolahan bahan pangan pokok karena Jepang lebih membutuhkan beras dan singkong untuk logistik ketentaraannya. Akibatnya, industri gula yang semula menjadi salah satu sektor terbesar di Jawa mengalami kemunduran drastis. Demikian juga dengan industri tembakau dan kopi, yang tidak lagi mendapat perhatian, sehingga produksi menurun dan sebagian besar perkebunan terbengkalai. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri lokal kehilangan kesinambungan yang telah dibangun selama masa kolonial dan sebaliknya diarahkan ke jalur baru yang semata-mata melayani kebutuhan perang Jepang.
Meskipun Jepang memperkenalkan sejumlah inovasi teknis, seperti varietas padi Hôrai dari Taiwan atau teknik tanam larikan, hal ini tidak benar-benar meningkatkan kapasitas industri lokal. Peningkatan hasil pertanian yang terjadi di beberapa daerah tidak diarahkan untuk memperkuat pasar domestik atau memperbaiki taraf hidup petani, melainkan dialokasikan untuk logistik militer Jepang. Di daerah seperti Cirebon. Misalnya, hasil panen padi yang meningkat tidak membuat rakyat lebih sejahtera, karena beras disita untuk kepentingan tentara Jepang. Demikian pula, penanaman kapas di Asembagus menghasilkan produksi dalam jumlah besar, tetapi hasilnya langsung disalurkan ke industri tekstil Jepang. Industri lokal yang sebelumnya memiliki ruang untuk berkembang akhirnya lumpuh karena bahan baku dan hasil produksi disedot oleh pemerintah militer. Dengan demikian, walaupun ada peningkatan produksi pada sektor tertentu, industri lokal secara umum justru mengalami kemerosotan karena tidak mendapat ruang untuk memenuhi kebutuhan rakyat maupun membangun pasar internasional.
Selain melumpuhkan industri lokal, kebijakan ekonomi Jepang juga memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan rakyat. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan manusia dilakukan secara masif tanpa memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil panen mereka kepada Jepang melalui sistem tonarigumi, sementara mereka sendiri hanya memperoleh jatah pangan dalam jumlah terbatas. Distribusi beras dan bahan makanan lainnya sepenuhnya dikendalikan oleh militer, sehingga rakyat tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan. Akibatnya, kelaparan meluas, terutama pada tahun 1944–1945, ketika krisis pangan mencapai puncaknya. Tragedi busung lapar di Jawa merupakan salah satu bukti nyata bagaimana kebijakan Jepang menghancurkan kesejahteraan rakyat. Ironisnya, kelaparan terjadi di wilayah yang sebenarnya subur dan memiliki produksi padi tinggi, tetapi hasilnya tidak dinikmati masyarakat. Penderitaan rakyat semakin parah akibat kebijakan kerja paksa atau romusha. Jutaan rakyat Indonesia dipaksa bekerja dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan jalur kereta api, jalan raya, lapangan terbang, hingga proyek irigasi yang sebagian besar ditujukan untuk kebutuhan militer Jepang. Para romusha bekerja tanpa upah yang layak, dengan kondisi kerja yang sangat berat, kurang gizi, dan minimnya fasilitas kesehatan. Banyak di antara mereka yang tidak pernah kembali ke kampung halaman karena meninggal akibat kelaparan, penyakit, maupun kekerasan. Mobilisasi tenaga kerja besar-besaran ini tidak hanya merenggut nyawa jutaan rakyat, tetapi juga mengurangi tenaga produktif di pedesaan, sehingga sektor pertanian semakin melemah. Dengan demikian, kerja paksa romusha tidak hanya menimbulkan tragedi kemanusiaan, tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi lokal karena masyarakat kehilangan tenaga kerja utama. Kesejahteraan rakyat juga semakin merosot karena rakyat kehilangan kontrol terhadap lahan pertanian mereka sendiri. Lahan-lahan subur yang semula digunakan untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan sayuran dipaksa dialihkan untuk tanaman industri strategis seperti kapas, jarak, dan sisal. 
Rusaknya Infrastruktur sebagai Warisan Ekonomi Jangka Panjang
Pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945) meninggalkan kerusakan luas terhadap infrastruktur yang menjadi tulang punggung perekonomian kolonial maupun lokal. Banyak jalur transportasi seperti jalan raya, rel kereta api, jaringan pelabuhan, dan kapal angkut antarpulau mengalami penurunan fungsi atau bahkan dihancurkan demi kebutuhan perang. Menurut Thee Kian Wie, “because of the Japanese expropriation of transport means, neglect of maintenance, and heavy exploitation of infrastructure to serve military ends, many roads, rail-roads, ports and bridges suffered substantial deterioration or outright destruction, which drastically undermined inter-regional trade flows and mobility” (Thee, 2002, hlm. 7). Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi antarwilayah dan jalur perdagangan luar negeri hampir terputus total, kecuali yang langsung menghubungkan ke Jepang. 
Kerusakan infrastruktur tersebut membawa dampak jangka panjang yang besar bagi fondasi ekonomi Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Karena banyak jalan dan rel kereta yang tidak dapat dipakai atau kondisinya sangat buruk, mobilitas barang dan orang sangat terhambat. Transportasi komoditas pertanian ke pusat pasar menjadi sulit, distribusi barang kebutuhan sehari-hari melambat, dan biaya logistik meningkat tajam. Thee (2002) menegaskan bahwa lemahnya jaringan transportasi dan komunikasi inilah yang memperburuk situasi perdagangan antarwilayah dan menghambat pemulihan ekonomi nasional di awal kemerdekaan.
Selain itu, sebagian besar kendaraan bermotor dikonfisikasi oleh Jepang, sehingga kapasitas transportasi darat pasca pendudukan sangat terbatas. Tanpa moda transportasi yang memadai, pemulihan infrastruktur dan produksi menjadi jauh lebih lambat, terutama di daerah-daerah terpencil. Tidak hanya pada sektor transportasi, dampak ini juga terasa pada bidang sosial lain. Suwignyo (2024) menyebutkan bahwa ketika Indonesia memperluas sistem pendidikan pascakemerdekaan, fasilitas sekolah yang diwariskan dari masa Jepang dan kolonial berada dalam kondisi buruk: ruang kelas terbatas, bangunan rusak, dan di daerah terpencil hampir tidak ada infrastruktur pendidikan sama sekali. Hal ini menunjukkan betapa kerusakan infrastruktur yang ditinggalkan Jepang berdampak sistemik, tidak hanya bagi ekonomi tetapi juga bagi pembangunan sosial yang menopang perekonomian nasional.
KESIMPULAN
Secara keseluruhan, pendudukan Jepang di Hindia Belanda (1942-1945) bukan sekadar pergantian rezim, melainkan sebuah bencana struktural dan kemanusiaan yang disebabkan oleh implementasi sistem ekonomi perang dan autarki yang brutal dan disengaja. Kebijakan ini secara radikal mengubah orientasi ekonomi dari pasar global ala kolonial Belanda menjadi sistem mobilisasi total untuk menopang mesin perang Jepang, yang menjadikan Nusantara sebagai "gudang logistik selatan." Strategi eksploitasi yang terstruktur dan sistematis, meliputi pengambilalihan aset vital, penerapan sistem kerja paksa (romusha) yang menyedot tenaga produktif dari sektor agraris, penyerahan wajib hasil panen yang mencekik, serta kebijakan fiskal yang memicu hiperinflasi melalui pencetakan uang militer yang tak terkendali, secara kolektif menghancurkan fondasi ekonomi pedesaan dan melumpuhkan ketahanan pangan. Akibatnya, alih-alih mencapai kemandirian sejati, kebijakan ini mengakibatkan krisis pangan dan kelaparan massal yang menyebabkan perkiraan kematian surplus hingga jutaan jiwa, menandai periode ini sebagai salah satu episode paling mematikan dan traumatis dalam sejarah modern Indonesia, yang pada akhirnya turut memicu semangat revolusi kemerdekaan
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